
 
 

 

 

 

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR 

Nomor   : 443/308/Kpts/Per-UU/2020 

 

TENTANG  
 

 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA 

TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF 
 

BUPATI  BOGOR, 
 

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati 
Bogor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat 
Sehat, Aman dan Produktif, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman 
dan Produktif;                 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang  
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

   5. Undang-Undang….. 
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  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 5679); 

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi  Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 3447); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6487); 

   13. Peraturan….. 
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  13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 34); 

  14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);   

  15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19);  

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

  18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  
HK. 01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan 

Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-NCov) sebagai 
Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 
Penanggulangannya;  

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8         
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 37); 

  20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi 
Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif (Berita 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 41); 

  21. Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/12-BPBD/2020 

tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat 
Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten 
Bogor Tahun 2020; 

   MEMUTUSKAN:….. 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :   

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada 
masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan 
produktif selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai 

tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 16 Juli 2020. 

KEDUA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau 

melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Bogor wajib 
mematuhi ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat 

sehat, aman dan produktif sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan 

protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019  
(COVID-19). 

KETIGA : Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada 

masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan 
produktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Cibinong 

pada tanggal 2 Juli 2020 

 

BUPATI BOGOR, 

 
            ttd 

   
 

ADE YASIN 
    

Tembusan: 
1. Yth. Menteri Dalam Negeri; 
2. Yth. Menteri Kesehatan; 

3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan 
4. Yth. Gubernur Jawa Barat. 

 
 

 

 

 

 

                       
 
 

 
 
 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 

 

R. IRWAN PURNAWAN 


